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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran adalah undang-undang umat Islam dan petunjuk dari Allah.Al-Quran
merupakan syariat Allah untuk seluruh penduduk bumi.Al-Quran menampilkan hukum
yang abadi dan menyiapkan segala yang diperlukan manusia baik yang tekait dengan
dunia spiritual maupun dunia material. Tidaklah heran jika al-Quran adalah kitab yang
lengkap dan berisi petunjuk yang komprehensif terkait dengan seluruh aktifitas
manusia, termasuk ajaran-ajaran tentang tata cara beribadah, etika, transaksi, politik,
hukum, perang, damai, sistem ekonomi, dan lain sebagainya.®

Untuk merealisasikan ajaran-ajaran al-Quran yang lengkap terkait dengan segala
problematika kehidupan manusia, diperlukan tafsir, sebab al-Quran hanya menjelaskan
hal-hal di atas secara global dan hanya berupa kaidah-kaidah inti yang memerlukan
penjabaran. Oleh sebab itu, tafsir al-Quran merupakan kunci untuk membuka gudang
simpanan al-Qur’an guna mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya.
Dengan demikian, tafsir menjadi kebutuhan yang begitu penting, karena kandungan al-
Qur’an bukan hanya menyodorkan ajaran agama, tapi juga pedoman kehidupan sosial

pragmatis.
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Upaya menafsirkan al-Qur’an telah dimulai dan dilakukan oleh Rasulullah. Dia
dibimbing Allah dengan pemberian wahyu sehingga ia adalah orang yang tahu persis
tentang maksud Allah dalam menurunkan al-Qur’an. Setelah Rasulullah wafat, para
Sahabat —yang dibimbing Rasulullah- juga melakukan penafsiran yang sesuai dengan
porsi permasalahan yang muncul. Setelah masa sahabat, para tabi’in juga melakukan hal
yang sama. Namun demikian, permasalahan umat Islam semakin bertambah seiring
semakin luasnya daerah kekuasaan Islam dan semakin banyaknya orang-orang non-
Arab yang masuk Islam. Dengan semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi umat
Islam dari masa ke masa, maka penafsiran al-Qur’an semakin luas.Demikian, tafsir itu
selalu berkembang dari masa ke masa hingga masa modern ini.Dalam sejarahnya, tafsir
memiliki perkembangan yang luas, meliputi berbagai macam kecenderungan, corak,
serta aneka ragam metodenya.’

Dalam kehidupan berpolitik, al- Qur’an memberikan kaidah-kaidah dasar politik
yang benar dengan mengedepankan ide-ide demokrasi dalam mengambil keputusan,

yakni musyawarah. Sebagai mana firman Allah di dalam Al Quran:
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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu.Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

®Kusmana, Syamsuri, Pengantar Kajian al-Qur’an; Tema Pokok, Sejarah, dan Wacana Kajian,
(Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2004), 147-149.
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bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian apabila kamu telah membulatkan
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya.’

Islam merupakan agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi
manusia sebagai sebuah konsep ajaran, Islam memposisikan manusia pada kedudukan
yang setara dengan manusia yang lainnya. Perbedaan individu satu dengan individu
lainnya hanya didasarkan pada kualitas keimanan dan ketagwaanya. Hal ini merupakan
dasar yang sangat kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan konstribusi pada
perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional.

Al-Qur’an sebagai way of life bagi umat islam tidak diragukan lagi akan
kebenaran kandungannya serta salah satu tujuannya untuk menegakkan sebuah tatanan
masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan etika dalam kehidupan manusia. Hak
asasi dan demokrasi adalah dua hal yang saling terkait satu sama lainnya. Tidak ada
demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, begitu juga sebaliknya bahwa hak asasi
manusia tidak akan survive tanpa adanya demokrasi. Dengan kata lain bahwa eksistensi
dmokrasi berkaitan dengan eksistensi hak asasi manusia.

Islam sendiri pada dasarnya adalah demokrasi. Hal ini didasarkan pada beberapa
hal. Pertama, Islam adalah agama hukum dengan pengertian agama Islam berlaku bagi
semua orang tanpa memandang kelas, struktur sosial masyarakat dari kalangan atas
hingga kalangan bawah, dari kaum borjui hingga proletar, semuanya diberlakukan sama
dihadapan hukum. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (syura). Artinya

seluruh perkara-perkara yang dihadapi dibicarakan dan dibicarakan bersama diantara
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mereka. Dengan demikian tradisi membahas, duduk bareng, urun renbug, bersama-sama
mengajukan argumentasi dan berdiskusi untuk sebuah kesepakatan merupakan salah
satu aktivitas yang ada dalam demokrasi. Ketiga, Islam selalu berpandangan
memperbaiki kehidupan. Hal ini sebenarnya merupakan prinsip demokrasi, dimana
demokrasi bertujuan untuk menciptakan perbaikan dalam hidup. Oleh karena itu
menurut Fazlurrahman, Islam adalah agama perbaikan (din al-ishlah) atau agama

inovasi.’

Latar belakang kelahiran demokrasi bermula dari adanya para penguasa di
Eropa yang beranggapan bahwa penguasa adalah wakil Tuhan. Tuhan telah memberikan
kewenangan kepada para penguasa untuk membuat hukum dan perundang-undangan
serta ke-wenangan untuk memerintah rakyat. Tidak sedikit dari aturan dan perundang-
undangan yang dibuat oleh para penguasa itu hanya menguntungkan penguasa itu
sendiri serta merugikan rakyat. Akibatnya, rakyat tertindas dan terdzalimi.’

Ide dasar demokrasi adalah, kekuasaan mutlak berada di tangan rakyat, rakyatlah
yang berhak membuat dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan sendiri berdasarkan
suara mayoritas. Rakyat berhak memilih anggota badan legislatif berdasarkan suara
mayoritas. Rakyat berhak memilih penguasa (badan eksekutif) berdasarkan suara

mayoritas bahkan rakyat berhak menentukan hakim (badan yudikatif) berdasarkan suara

®Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-qur’an, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung : Pustaka, 1995).54
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mayoritas pula. Jadi, inti demokrasi adalah segala keputusan ditentukan oleh suara
mayoritas rakyat.®

Ada dua ide demokrasi yakni (1). kekuasaan di tangan rakyat (2). rakyat sebagai
sumber kekuasaan. Dengan dua ide ini pada hakikatnya demokrasi telah menghapus ide
hak Ketuhanan (Divine Right) yang selama ratusan tahun berada di tangan penguasa
yang menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan.®

Berbicara demokrasi maka Kkita tidak akan lepas dari dunia politik dan
pemerintahan. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik Islam yang turut
didiskusikan di negara-negara Islam, bahkan istilah ini telah diterima dan digunakan
oleh hampir seluruh pemerintahan di dunia, bahkan pemerintahan otoriter pun
menggunakan atribut “demokrasi” untuk memberikan ciri kepada rezim dan aspirasi
mereka. Akibatnya adalah menjamurnya penggunaan kata demokrasi seperti “demokrasi
liberal”, “Demokrasi Sosial”, “Demokrasi Terpimpin” dan sebagainya. Sebagaiman
Fukuyama dalam bukunya The End of History and The Last Man, mengatakan bahwa
demokrasi liberal paling tidak dalam pengertian pemilihan umum plus jaminan HAM
merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang bertahan dan lebih dekat pada sifat
manusia. Karena tujuan agung demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan
kebebasan manusia dan adanya korelasi yang tinggi antara demokrasi dan kesejahteraan
(yakni menawarkan jalan keluar dari kemiskinan): dua hal yang dalam sejarah manusia
diperjuangkan secara konstan. Maka, sudah sewajarnya jika saat ini demokrasi menjadi

pilihan mayoritas negara di dunia.
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Dengan memberi garis besar saja, Allah memberikan kebebasan sepenuhnya
kepada umat Islam untuk menggunakan akal dan pikiran mereka, sejauh tidak
melanggar batasan-batasan yang ditentukan-Nya dalam al- Qur’an. Sebagaimana

firman-Nya di dalam Al Quran :
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‘Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta‘atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.’**

Pada masa pemerintahan Rasulullah, Islam telah diperaktekkan sebagai agama
kemanusiaan yang menempatkan nilai-nilai demokrasi untuk kepentingan bersama.
Dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi
selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat.Nabi
dianggap orang yang paling banyak melakukan musyawarah. Beliau melakukan hal ini,
karena prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah dari Allah. Sebagaimana
yang digariskan dalam ayat al- Qur’an yang dengan tegas menyebutkan perintah itu

dengan :
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‘Dan bermusyawarahlah engkau wahai Muhammad dangan mereka dalam setiap urusan
kemasyarakatan.'*’

Karena persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Tuhan secara tegas
dan jelas, baik langsung maupun melalui nabi-Nya, tidak dapat dimusyawahkan.
Musyawarah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, dan
yang mengalami perkembangan dan perubahan.™.

Ada satu sandi lain yang tidak boleh dilupakan guna menjamin musyawarah
dapat terlakasana sesuai dengan semangat aslinya, yairu musyawarah untuk mufakat,
menurut tatanan kemasyarakatan. Ada satu rujukan baku yang dipatuhi, bahkan bagi
ummat Islam yang diimani, oleh semua pihak yang terlibat dalam bermusyawarah.
Adanya satu rujukan bersama, Common Platform. Dalam Islam,Common Platform itu
adalah al-Qur’an dan hadits. Di Indonesia Common Platform itu adalah pancasila ;
ketuhana Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah konsep
rasional yang cerdas dan dimaksudkan tidak hanya untuk dihayati tetapi dilaksanakan
dan diupayakan penyelenggaraanya secara sungguh-sungguh.*®

Seperti yang telah disebutkan di awal, bahwa pada dasarnya dalam ajaran Islam
terdapat sistem demokrasi. Tercatat pada historis masa Rasulullah SAW dan masa Al-
Khulafaur al-Rasyidin secara esensial telah ada praktek ini. Tentu saja demokrasi dalam

pengertian paket politik. Seperti adanya pemilu dengan logika pembatasan masa jabatan

3Al- qur’an dan terjemahan 3:159
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kepala pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat permanen hasil pemilu belum
dikenal. Nabi misalnya mendapatkan kekuasaan politiknya bukan lewat kenabiannya,
tetapi lewat apa yang disebut John Locke sebagai kontrak sosial dengan hak-hak
alamiah rakyat yang tersisa, yaitu lewat ba’iah ‘aqobah II dan perjanjian Madinah. Nabi
pun selanjutnya menjadikan asas efisiensi, rasionalitas dan partisipasi sosial sebagai
basis dalam mengatur kekuasaannya yang temporal. Bahkan pada massa Umar Bin Al-
Khattab terutama, negara Madinah pun telah menerapkan konsep yang mirip dengan
model negara kesejahteraan modern Barat (Welfare State).™

Penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan oleh nabi Muhammad SAW
di madinah bersifat egaliter dan partisipatif, telah menampilkan suatu bentuk kehidupan
politik modern. Agam Islam ada kesamaan dengan unsur-unsur demokrasi. Unsur-unsur
yang dimaksud, seperti sebagaimana yang dikemukakan Ernest Gellner dan Robert N.
Bellah adalah doktrin Islam tentang keadilan (al-‘adalah), egalitarian (al-musawah), dan
musyawarah (al-asyura) yang terimplementasi dalam praktik politik kenegaraan awal
Islam.*’

Dalam bukunya identitas politik umat Islam, dalam bahasanya Kuntowijoyo
memberikan kaidah-kaidah demokrasi. Yang meliputi : saling mengenal (ta’aruf),
musyawarah (syura), kerja sama (taawun), menguntungkan bagi masyarakat (maslahah)

dan keadilan.

'®Azyumardi Azra, “Kata pengantar” dalam islam dan demokrasi; telaah konseptual dan Historis,
(jakarta : gaya Media Pratama, 2002), 12.
"Bahtiar fendi, Demokrasi dan agama, (Jakarta : LSAFTAF, 1999), 97.



B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan-
permasalahan, diantaranya Bagaimana musyawarah menurut para mufassir dalam surat
Ali Imron ayat 159 yang di sertai dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti.

Akan tetapi, dengan terjunya permasahan yang akan diteliti oleh penulis, maka
penjelasan penulis akan tertuju pada permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu
sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan salah satu hal yang penting di dalam penulisan
penelitian, oleh karena itu penulis akan memberikan batasan dalam penulisan
penelitian ini mengingat banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan demokrasi
dalam Islam menurut Al-Qur’an. Maka dalam hal ini penulis akan mengkaji atau

membahas husus pada surat Ali Imron ayat 159.
D. Rumusan Masalah
A. Bagaimana konsep musyawarah dalam surat Ali Imron ayat 159 ?
B. Bagaimana penafsiran para mufassir surat Ali Imron ayat 159 ?
E. Tujuan Penelitian
A. Untuk mengetahui konsep musyawarah dalam surat Ali Imron ayat 159.

B. Untuk mengetahui penafsiran para mufassir tentang surat Ali Imron ayat 159.
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F. Kegunaan Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap ada manfa’at yang akan di
peroleh baik oleh penulis maupun pembaca penelitian ini sekurang-kurangnya sebagai
berikut :
a) Akan menambah wawasan ilmu ke-Islaman khususnya dalam lingkup
Demokrasi dalam Al-Quran surat Ali Imron ayat 159 menurut para mufassirin.
b) Penulis maupun pembaca akan mengerti bagaimana Demokrasi dalam Islam
menurut Al-Quran dan para mufassirin.
c) Dapat menambah ilmu-ilmu tafsir Al-Quran bagi penulis hususnya dan
pembaca pada umumnya.
G. Penegesahan Judul
Agar terhindar dari kekeliruan dalam memahami penelitin yang berjudul
“’Musyawarah dalam surat Ali Imron 159 menurut perspektif para mufassir’’ ini, maka
akan sedikit dijelaskan ulang bahwa pembahasan penelitian ini tertuju hanya pada
Musyawarah dalam surat Ali Imron 159 meskipun ada ayat-ayat pendukung nantinya.
Tetapi ayat-ayat pendunkung di sini hanya bersifat membantu dan mempertegas ayat-
ayat yang penulis teliti.
H. Telaah Pustaka
Ada beberapa penelitian yang pembahasannya hampir sama dengan yang
hendak penulis teliti yaitu yang dibahas oleh Novalina Eka Hapsari yang berjudul
Perspektif Islam Tentang Hukum, Dan Demokrasi Dalam Islam. Dia menjelaskan

bahwa: Hukum yang bersumber dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Ada dua
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Istilah yang berhubungan dengan hukum Islam.Pertama syari’at, kedua figih.Ada 3
sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad. Menurut Hasby Al-
Shidiqgi ada 5 prinsip yang menjadi batu pijakan hukum Islam:persamaan,
kemaslahatan, keadilan, tidak memberatkan, dan tanggung jawab.

Hukum Islam merupakan bagian dari sistem tata hukum nasional yang
sebagian telah dimuat dalam hukum positif dan akan tetap berperan sebagai
contribution factor dalam pembangunan kodifikasi hukum nasional. Baik di dalam
hukum Islam maupun hukum nasional telah dikenal Hak Asasi Manusia.Hak asasi
manusia (HAM) adalah hak yang melekat secara eksistensial dalam identitas
kemanusiaan.Dengan adanya HAM ini, maka dikenal pula demokrasi. Demokrasi
Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah
lama berakar, yaitu: musyawarah (syura), kesepakatan (ijma), dan penilaian

interpretatif yang mandiri (ijtihad).

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif.Penelitian ini dilakukan melalui

riset kepustakaan (library research), dan kajiannya disajikan secara deskriptif dan

analitis.*®

2. Sumber data

Dalam penyusunan makalah ini, penulis memperoleh data yang mengarah pada

tujuan, maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

¥Abd. Muin Salim, Metode Penelitian Tafsir, (Ujung Pandang: IAIN Alaudin, 1994), 6-7.



12

a) Data primer, yaitu sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli, yakni dalam
hal ini penulis akan mengambil buku-buka tafsir Al Qur’an dan buku-buku yang
berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

b) Data sekunder, yaitu data yang melengkapi atau mendukung dari data primer,
yakni berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c) Data tersier, yaitu data dari internet, karya ilmiah, diktat perkuliahan, dan data
yang terkait dengan judul makalah yang penulis teliti.

3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
diantaranya adalah:*
a) Penelusuran dalam berbagai literatur kepustakaan.
b) Menelaah berbagai macam buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan
penulis teliti.
4. Teknik Analisis data
Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis dengan metode
analisis data sebagai berikut:?
a) Pengolahan data secara editing, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang
diperoleh mengenai kejelasan data, kesesuaian data yang satu dengan yang

lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok data.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung; Alfabeta, 2008), 247.

2 exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung; Rosdakarya, 2006), 281.



13

b) Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematisasi data-data yang
diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya,
sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi.

c) Perbandingan, adalah membandingkan berbagai pengertian yang telah penulis
telusuri didalam penelitian ini, sehingga bisa menenkan kesimpulan dari
berbagai macam pengertian yang telah ditelaah oleh penulis.

J. Sistematika Pembahasan
Menimbang pentingnya struktur yang terperinci dalam penelitian ini, maka Peneliti
akan menyajikan sistematika penulisan karya ini. Sehingga dengan sistematika yang jelas, hasil
penelitian proses reproduksi manusia ini lebih baik dan terarah seperti yang diharapkan peneliti
dan semua orang. Adapun sistematika karya ini sebagai berikut:

a) BAB | :Pendahuluan. pada bab ini, lebih mencantumkan beberapa sub-judul
sebagai pengantar bagi pembaca. Meliputi Latar Belakang, ldentifikasi Masalah,
Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,
Penegasan Judul, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Dan Sistematika
Penulisan.

b) BAB Il : Pada bab ini lebih didominasi oleh pembahasan mengenai
pengertian Musyawarah.

c) BAB Il1 : Pada bab ini pembahasannya didominasi mengenai penafsiran ayat
surat Ali Imron ayat 159 menurut para mufassirin yang akan disertai dengan

ayat-ayat yang mendukung.
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d) BAB 1V : Musyawarah dalam surat Ali Imron ayat 159 menurut para
mufassirin. Pada bab ini mengedepankan analisis dari berbagai macam
pengertian yang terdapat pada BAB Il dan BAB III.

e) BAB V : Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup yang mengemukakan
kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

dalam pokok permasalahan dan saran-saran.



